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LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

 NOMOR : 1 TAHUN : 1995 " SERI:B NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- NOMOR 8 TAHUN 1992

TENTANG

'PENGUSAHAAN PERPASARAN SWASTA
Di WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

'DENGAN RAHMAT. TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang - : a; . bahwa sejalan dengan perkemhangan pembangunan dan pertambah-
: an jumlah. penduduk di Daerah. Khusus Ibukota Jakarta makin
meningkat pula pembangunan sarana usaha perpasaran swasta yang
menunjang  salah  satu  subsistem  perekonomian Daerah yang
menyediakan  kebutuhan komoditi  sehari-hari untuk  melayani
" kebutuhan masyarakat ; -

b. bahwa dengén meningkatnya pembangunan sarana usaha perpasaran
. swasla perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
tersebut sehingga dapal menjamin keseimbangan usaha antara
“golongan ekonomi kuat dan menengah ying mengusahakan
perpasaran swasta dengan para pedagang ekonomi lemah ;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di afas serta, dalam rangka
terciptanya tertib pembangunan dan tertib lingkungan, perlu adanya
ketentuan yang mengatur mengenai pengusahaan perpasaran swasta

: dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 1” Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah ;
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan
Pemerintahan Dacrah Kbusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta | . . :

4. Peraran Daerah Daerah Khusus Toukota Jukarta Nomor 5 Tuhun
1984 tentang Rencana Umun Tata Ruang Dacrah Daerah Khusus
Thukota Jakarta |

5 Persiuran Duerah Dacrah Khusus lbukota Jakarta Nomor 3 Tabun
1987 tentang Penetupan  Rencana Bagian Wilayah Kota untuk
wilayah Kecamatan di Daerah Khusus [bukota Jakarts ; :

4. Daerah adalah Ducrah Khusus lhukota Jakarta 3

B Pemerintah  Dacruh adalah Pemerintah Daerah Khusus  Ibukota
Jakarta |

¢. Gubernur Kepala Dacrah udalah Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukona Jakartd :

d. Porpisaran Swasty adulah sarana tempat jual beli umum  milik
swasla. yang memperdagangkan barang dan jusa SCCATd langsung
dan tidak langsung kepada Konsumen misalnya pertokoan, pusat
pertokoan, pusat perbelanjaun, toko serba ada, pusal perdagangan.
dan sejenisnyd | '

P
6. Perawran Dacrah Duerah Khusus 1hukota Jakarta Nomor 9 Tahun’ \? N
1988 lentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Daerah Khusus '
[hukota Jakarta Tahun 1989/ 1990 - 1993/1994 ;
7. Perauran Dacrah Dacrah Khusus [bukota Jakarta Nomor 7 Tabun
1982 lentang Perusahaan Ducrah Pasar Daerah Khusus Thukota
Jukarta,
‘ Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakaria
MEMUTUSKAN: "~
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG' PENGUSAHAAN PERPASARAN  SWASTA Dl
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 '
Dulum Peruturan Duerah ini yang dimaksud dengan : A,
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Pertokoun adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-
masmh dimiliki dan d}kblﬂld oth perorangun atau badan hukum ;

Pusat Pertokoan adaldh toko-toko yang mengelompok pada saty
areal lertentu yung dibangun baik secara verntikal maupun horizontal

_dan dikelola ocich satu badan hukum atau perorangan puny
memberikun kemudahan kt,pada punhe]l atau konsumen |

Pusat Perbelanjaan adalah tempat jual beli umum yang terdiri dari
pentokoan, pasar, pusat purwkodn yang menéclompok pada suatu
kawisan tertentu |

Toko serba. ddd (qumrlumm stort,) adulah toko besar atal empat
keglatan usalia eceran skala besar yang dikelola secara tunggal baik
yang berdiri sendiri. maupun yang m:.rupakan bagian dari suatu
pusat pertokoan/pusat porbclanjdan. yang menjual berbagai macam
sandang. dan bd]’d]‘l& kebutuhan rumah tangga, bukan kebutuhan 9

. bahan Jpokok ydng, disusun dalam bagian yang terpisahi-pisah dan

daldm pclayamnnya dibantu oleh para pramuniaga ;

Pusat le’d:lEdl‘lgdn (trade _centre) addldh kawasan yang mcrupakan
pusat jual heli haram, barang secara groslr dan cceran serts jasa

yang didukung“'vleh ‘sarina yang lenbkap yang dimiliki oleh

perorangan atau satu badan hukum ;

Pasar swaluyan adalah toko yang menjual barang-barang kebutuhan

" rumah tangga sccara eceran dan langsung kepada konsumen terakhir

denigan sistemn swalaydn dan pengelolaan tunggal ;

'Pt,mbdngundn perpdsaran swasta adalah kegiatan membangun
" gedung tempat usaha dj atas tanah swasta dengan modal sepenuhnya
““dari pihak swasta atau membangun di atas tanah milik pedagang

dengan dana swadaya pedagang masing-masing ;

-Pemasok (supplier) adalah pedagang atau usahawan yang memasok

barang daganpannya ke dalam toko serba ada atau pasar swalayan.

BAB I
PERIZINAN
* Pasal 2

Sctiap usaha perpasaran. swasta di wilayash Daerah Khusus Tbukota
Jakarta harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Gubernur
Kepala Daerah
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Pasal 3
(1) Permohonan izin mengusahakan perpasaran swast sebagaimana
dimaksud puda Pasal 2, harus disjukan kepada Gubernur Kepala
Daerah.
{2) Tata cara dan persyaratun permohonan izin sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dacrah.
Pasal 4 -
(1) lzin pengusahuan perpasarun swasta berlaku selama Kegiatan usuhu‘_,\i ! i
perdagangannya masih beroperasi.
(2) Izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat
dipindahtangankan, kecuali mendupat persetujuan  tertulis  dari
Gubernur Xepala Dacrah.

BAR I
PEMBANGUNAN
Pasal 5
Pembangunan perpasaran swasta di wilayah Duerah Khusus Ibukots
Jukarts harus sesusi denmpan peraturan perundang-undangun  yang
berlaku.
Pasal 6
{1} Dalam melaksanakan pembangunan perpasaran Swasta khususnya
pasur swalayan harus memperhatikan lingkungan masyarakat dan
pasar seKitarnya serta Keseimbangan pelayanun.
(2) Pelaksanaan lebih lan_iul Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) pasal inj ditetzpkan oleh Gubernur Kepala Daerah,
BAB 1V
PENGUSAHAAN
Pasal 7 _
(1) Pengusahaan perpasaran  swasty  harus memenulli  persyaratan
schagai berikut
a. berbentuk badan hukumn atau perorangan .
b. pemohon adalah pengusaha nasional dan dengan menggunakan
modal dalam negeri ,
e, dalam hal menggunakan tenaga Ketja asing harus sesuzi dengan
ketentuan yang berlaku .
d. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Dacrah dan ketentuan lain yang berlaku.
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(2} Pendirian: cabang usaha perpasaran swasta di wilayah Dacrah
Khusus Ibuketa. Jakarta harus memenuhi ketertuan schagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daersh ini.

l'_a.sa_l 8

Waktu pelayanan pengusahuaan perpasaran swasta diatur dan ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daersh.

Pusal 9
(1) Khusus barang dagangan yang dijual pada usaha pasar swalayan
' adalih, barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan
pokek schari-hart.
(2) Baruﬁg_daga:ngan yang dijual di pasar swilayan sehagaimana
" dimaksud pada ‘ayat (1) ‘pasal ini, harus memenuhi persyaratan
antara lin L
a. diutamakan hamng-lanru:ig produksi dalam negeri ;
h. kuulitas barung dagangan dapat dipertanggung jawabkan sesuaj
dengan standar yang berlaku
¢, larga ya'ﬁg berlaku adalah harga pasti dan harus dicantumkan
secara jelas. :

(3} Penyediaun kebutuhan barang 9 (sémbilan) bahan pekok dan bahan

' pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha ekonomi lemah

dengan mengutamakan pedagang: Pasar-atau koperasi di wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(4) Pelaksanaan lebih. lanjut ketentyan sebagaimana dimaksud: pada

ayat (3) pasal ini dit_etapk_anr oleh Gubernur.Kepuia Daerah. -

-~ BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
. Pasal 16

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Gubernur Kepala Daerah dibante oleh Tim Pentimbangan Pengusabaan

. Perpasaran Swasta yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

- Pasal 11

Gubernur Kepala Daerah membing para pedagang di perpasaran swasta

khususnya terhadap pedagang ekonomi lemah.
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BAB VI
KEWAJIBAN PENGUSAHA
Pasal 12
(1) Sctiap pembangunan dan pengusahaun perpasaran swasla dengan
luas crektif 200 {dua ratus) m2 ke atas wajib menyediakan tempat
usuha bagi pedagang kecil.
(2) Kewajiban menyediakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) pasal ini dapat juga dilakukan dalam bentuk lain.
(3} Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 13
Setiap pengusaha perpasaran swasta wajib membina para pedagang
ckonomi lemah yang memasok barang dagangannya ke perpasaran
swasta dimaksud.
BAB VII
RETRIBUSI
Pasal 14
(1) Untuk memperoleh izin pengusahaan perpasaran swasta dan daftar
ulang dikenakan retribusi.
(2) Izin pengusahaan perpasaran swasta sebesar Rp. 1.8060,00 (seribu
delapan ratus rupiah) m2 dari luas efektif.
Pasal 3
Wajib retribusi usaha perpasaran swasty harus mengisi formulir yang
telah disediakan serta mencanumkan data yang lengkap dan benar.
Pasal 16

(1} Jumlah retribusi yang harus dibayar sesuul  dengan tarif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berdasarkan formulir yang
telah dijsi.

(2) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dacrah.

BAB VHI
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN
Pasal 17

Sctiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan
tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi.

=
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Pasal 18 .

(1) Jika ternyats -retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 16 dibayar kurang atzu suma sekali tidak dibayar menru
besarnys retribusi, ditetapkan karena jabatan oleh Gubernur Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuknya selama belum lewat tiga
tahun. o

(2) Retribusi yang ditetapkan sebagaiman dimaksud pada aya (1) pasul

' ini ditambah satu kali dari Jumlah retribusi yang Kurang atay tidgk
dibayar, S
3) Gubt_:murll({:pala Daerah atau pejubat yang ditunjuknya berwenang
" mengurangkan atau membatalkan baik untuk selurubnya atau unpuk
sc'b'a‘gian tambahan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) pasa] inj
berdasarkan kekhilatan atau kelzlaiun yang dapat dimaafkan.

A

“) 'Tgrhadap Sil;ra;. Ketetapan' Retribusi sebagaimana dimaksud pada
' ayat (1) pasal 'ini berlaky ketentuan tentang penagihan retribusi

Daerah.
BAR IX

- ; PENAGIHAN .

i L a " Pasal 19 .
Surat Keletapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan
retribusi, -

Pasal 20

. Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran
tidak dibayar atau kurang dibayar, ‘imaka atas jumlah retribusi yang tidak
dibayar dikenakan denda 50% o

Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, termasuk denda administrasj,
tambahan" kenaikan dan biaya penagihan gugur setelah lampau 1igy
tahun terhitunig sejak saat terhutangnya retribusi:

" Pasal 22

Tata cara. penghapusan terhadap piutang r,:tfii}»usi yang diatur dalam
Peraturan Daerah inj ditetapkan oleh Gubernur Kepaia Daerah.
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BAB X
KEBERATAN
Pasal 23
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatun terhadap Ketetapan
retribusi secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dulam \

jangka waktu 3 (liga) bulan sejak tanggal penetapan.
(2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan Keputusan atas keberatan
yang diajukan. -~
(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur Kepulu“:k
Dacrah tidak menetapkun keputusan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) pusal in, maka keberalan yang diajukan tersebut dianggap
diterima. :

(4) Kewujiban untuk mc‘mbayur retribusi  tidak tertunda dengan
digjukannys Surat Keberatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini.

BAB XI
PEMBEBASAN
Pasal 24

Gubernur Kepala Duecrah  dapat menctapkan pembebasan  alau

pengurangan besarnya retribusi yang (ercantun dalam Peraturun Daerah

ini.

BARB XII
PENGAWASAN
Pasal 25 _
Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, ’Q’i

BAB Xl , '
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

1) Pelanggaran terhadap ketentuan datam Pusal 2, 3, 4 5, 6. 7.8, 9.
12 dan 15 diancatn dengan pidana kurungan selama-lamasnya 3
(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 {lima
puluh ribu rupiah).

i

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini. dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum. ’
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3) Gubernur Kepala Dacrah'menetapkan pelaksanaan dan besarnya
biayd sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, :

" BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Disamping ancuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
( ,l);, oleh instansi berwenang dap_a; dilakukan : :
d.. penutupan sementara tempat usaha ;
b, p'encubu'l:in izin pengusahaaﬁ pérpasaran swasta
€. pencabutan izin Usaha perdagangan.

BAB XV .
"PENYIDIKAN
; - Pasal 28

. (D) Seluin pcj'litl)u_f pcinyidik umum yang bertugas menyidik tindak’

pidana, penyidikan atas tindak Ppidana sebagaimany dimaksud dalam
Peraturan Daerah ‘ini dapat dilakutkan Juga oleh Penyidik Pegawai
Negeri  Sipil i lingkungan  Pemerintah Daerah yang
pengangKatannya ditetapkan sesuaj dengan peraturun perundang-
undangan ‘yang beriaku.

' ("_;) Dalam melaksanakun tugas penyidikan, para pejabat  penyidik

sebapaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inj berwenang :

4. menerima laporan atay pengadudn - dari seseorang tentang
#danyi tindak pidana ; oo

b. melakukan tindakan pertama pada sat itu dij tempat kejadian dan
melakukan pemeriksuan .

. menyiruh berhenti kcseomng tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka

d. melakukan penyilaan benda atiu surat ;

€. mengambil sidik jari dan memorret seseorang |

f. memanggi] orang untuk  didengar dan diperiksa  sebapai
tersangka atau saks; ; Py

8- mendatangkan_ orang ahli yang dipérluk_an dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara ;
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h. mengadakan penghentian penyidikan seteluh mendapat petanjuk
dari penyidik bahwa tiduk {crdapat cukup bukii aay peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidany  dan sclanjutnya
melalui penyidik memberitahtkan hal tersebut Kepada penuntyt
umum, iersangka atuun keluay rgianya ;

L mengadakan tindakan  lain menurut - hukum - yang dupat
dipertanggungjawabkan,

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melsku-

kan penangkapan, penihanan dan atau penggcledahan.

Penyidik membuat Berity Acara seliap tindakan tentang :

4. pemeriksaan wersangka ;

b. pemusukan rumah

. penyitaan benda :
pemeriksaan surat

€. pemeriksaan saksi

. pemeriksaan di tempat kejudian.

dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan

tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XvI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Izin pengusahaan yang telan diterbitkan sebelum berlakunys
Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Dalam jangka waktu 1| {(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan
Daerah ini seluruh perpasaran swasta wajib memiliki izin dan
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAR XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pengusaha  perpasaran  diharuskan memenuhi - Kewajiban-kewajiban
lainnya teshadap pungutun Duerah (pajak dan retribusi) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berluku.

a
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Pasal 31 .

Hal-hal yang merupakun pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan
- oleh Gubernur: Kepala Dacrah.

_ Pasal 32
Peraturun Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

- Jukarta, 21 Juli 1992
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA iBUKOTA JAKARTA,
Ketua, .
SUPARNO WIRYOSUBROTO WIYOGO ATMODARMINTO

Disalkan ole¢h Menteri Dalain Negeri dengan
" Keputusan T "
Nomor @ 511.231-582
Tanggal : 29 Juni 1993
Diundangkan dalam Lembaran Daerah S :
Khusus Ibukota - Jakarta Nomor 1
Tahun 1995 Seri B-Nomor 1
Tanggal 25 Januari 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAI KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

g . :@ DRS. H. TIARUN A}, RASYID
! NIP. 470030538
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PENJELASAN
. ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1992
TENTANG

PENGUSAHAAN PERPASARAN S5WASTA
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IRUKOTA JAKARTA

PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan kKota Jukarla sebagai pusal dari scgala Kegiatan
wrmasuk di antaranya scbagal pusat perdapanpan dan industri sudab  semakin
meningkat, schingga hal ini mengakibatkan puly peningkatan konsumsi masyurakul
terhadap kebutthan rumal tangga sehari-hari, baik secara grosir maupun cceran.

Untuk memenuhi kebuwuban konsumsi masyarakat tersebut maka telah tumbuh
dan berkembang dengan pesat berbagai bentuk usaha perpasaran swasta di wilayah
Daerah Khusus lbukota Jakarta, antara lain terdiri dari toko, pertoKoan, pusat
pertokoan, toko serba ada (depanemen store), pusal perbelanjaan, pusal perdagangan,
pasar swilayan (super market), dan scjenisnya.

Dengan semakin meningkat dan berkembangnya usaha perpasaran swasta
tersehut ternyata cukup berpengaruh terhadap paru pedagang menengah dan kecil yang
sebagian hesar berada di pasar-pasar milik Pemerintah Daerah Khusus 1bukots Jakarta,
baik dalam hal permodalan maupun persaingan dalam cara menarik konsumen.

Menyadari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil Tangkah dun
tindakan berupa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perpasaran swasta di
wilayah Daerah Khusus lbukota Jukarta, schingga dengan demikian dupal menjamin
keseimbangan usaha antara golongan ckonemi kuat yang mengusahakan perpasaran
swasta dengan pars pedagang golongan ckonomi menengah dan lemah dari pengaruh
yang mungkin ditimbulkan oleh persaingan dengan para pedagang berskala besar yang
lebih cepat perkembangannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dalam Peraturan Daerah ini
diatur mengenai perizinan, pembangunan, pengusahaan, pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha perpasaran swasta di wilayah Daersh Khusus Thukota Jakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1  hurufas/dec @ Cukup jelas,

huruf d : Yang dimaksud dengan Badan Hukum dalam ketentuan
ini antara lain Perseroan Terbatas, Koperasi; Yayasan.

hurat e s/d 1 @ Cukup jelas.

.
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Pasual 2 dan 3

Pasal 4 ayat (1)

ayit (2)
Pasal 5 dun §
Pasal 9 ayar (1)

ayat (2), (3)
dun (4)

Pasal 10 “dun 11
Pasal 12 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 13
Pasal 14

Pasal 15 s.d29
Pasal 30

Pasal 31 dan 32
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Cukup jelas.

Daftsr  wlang  dimaksudkan  schagai  pendafiaran
pengusahaan perpasuran swasty dan tidak  dikaitkan
dengun perizinan,

Cukup jelas.

Cukup jelas. ]
Barang kebutuhan rumah tangpa berupa mukanan dan
minuman scgar dan olaban antars lin @ komodits
makanan dan minuman dalam Kaleng, sayur mayur,
buah-buahan, telor, ikan, duging. bumbu dupur, alal-alat
dapur. barang pecab beiah, alat-alat kebersihan rumah
tangga serta barang-barang Kebutwhan rumah tangga
lainnya yang sejenis.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan luas efektif dalam pasal ini
adalah luas ruangan toko atau lanti usaha kepiatan
perdagangan tidak termasuk ruangan untuk gudang atau
koridor (gang).

Yang dimaksud dengun bentuk lain disini antara lain
berupa penyediaan tempat di lokasi hin atau dalam
benwuk uang.

Cukﬁp jelas, ‘

Pengenaun retribusi dalam pasal ini dihitung berdasarkan
luas efektif 1ok atau lantai usaha kepiatan perdagangan,
Cukup jelas,

Yung dimuksud dengan Pajak dan Retribusi adalah Pajak
Tontonan, Pajak  Reklame, Pajak  Pembangunan 1,
Retribusi IMB, Retribusi 1zin Tempat Usaha, Retribusi

Kebersihan dan Retribusi Parkir.,

Cukup jelas.




